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ABSTRAK 
 
Kajian ini fokus mambahas persoalan pemberian hukuman bagi para pelaku nikah 
dibawah tanggan dalam kaca mata ilmu ushul fiqh. Setelah melakukan kajian yang 
mendalam, diperoleh temuan bahwasanya dalam memberikan hukuman bagi pelaku 
nikah dibawah tangan tidak bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus 
mempertimbangkan faktor pendorong terjadinya nikah dibawah tanggan dan jenis 
nikah dibawah tanggan yang dipraktekan. Pelaku nikah dibawah tanggan dengan 
alasan faktor umur dan ortu diberi hukuman ringan, pelaku nikah dibawah tanggan 
dengan alasan  faktor  niat tak terpuji dan faktor beda agama diberi hukuman berat, 
sedangkan pelaku nikah dibawah tanggan  dengan alasan faktor hamil diluar nikah, 
faktor keyakinan, faktor penolakan, faktor halangan berpoligami, faktor ekonomi, 
faktor kekayaan, faktor beda strata sosial, faktor masa depan, faktor kemudahan, 
faktor jarak dan faktor pendidikan diberi hukuman sedang. Kemudian nikah dibawah 
tanggan yang tidak memiliki wali dan saksi, maka diberi hukuman berat. Jika  nikah 
dibawah tanggan memiliki wali tapi tidak ada saksinya, maka diberi hukuman 
sedang. Sedangkan nikah dibawah tanggan yang lengkap syarat dan rukunnya tapi 
tidak dicatatkan diberi hukuman ringan. 
Kata kunci: Punisment, Ilmu Ushul Fiqh, Nikah dibawah tanggan. 
 
ABSTRACT 
This study focused on increasing the issue of punishing the perpetrators of marriage 
under the auspices of the science of ushul fiqh. After conducting an in-depth study, it 
was found that in providing punishment for underage marriages could not be done 
carelessly, but had to consider the driving factors for the occurrence of marriage 
under the responsibility and type of marriage under the practiced responsibility. The 
perpetrators of marriage are under the guise of age factors and parents are given a 
light sentence, marriages under the responsibility of reasoning that the intention 
factor is not commendable and the factors of different religions are given severe 
penalties, while the marriages are under the pretext of marriage, belief, rejection, 
polygamy obstacle factors, economic factors, wealth factors, different social strata 
factors, future factors, convenience factors, distance factors and education factors 
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were given a moderate sentence. Then the marriage is under the responsibility of not 
having a guardian and witness, then given a severe sentence. If the marriage is 
under the responsibility of having a guardian but there is no witness, then a 
moderate sentence is given. Whereas marriages are under the full responsibility of 
the terms and pillars but are not recorded given a light sentence. 
 
Keywords: Punisment, Science of Usul Fiqh, Marriage under the responsibility. 
 
 
 
PENDAHULUAN 
Dalam islam, tujuan pernikahan 
adalah membentuk keluarga yang 
sakinah, mawadah dan warohmah. 
Tujuan ini sejalan dengan Undang-
Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 
1974 pasal satu yang menyebutkan 
bahwa perkawinan adalah ikatan lahir 
batin antara seorang pria dan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan 
tujuan membentuk keluarga atau 
rumah tangga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan ketuhan yang maha esa.1 
Rumusan keluarga sakinah 
mawadah warohmah ini diambil dari 
firman Allah surat Ar-Rūm ayat 21,  
َْأ ُِ نن ِ ُ َْ َ ْننِمَْأنن ُِ َ َ َُ نَن َقَ َْ َ َ َِ نِنجٌََِيَ ْننِمَو
َ ً  َىنَمَْأ ُِ َنن ٍْ َيَ َن َ َجَوَِنَه ٍْ َ ِإَاىُن ُِ  َِْح ًَِجاَوَْز 
ََ وُر ِ  َََحٌٍَمْىَِق ٍَتٌََِ ََ ََِك َذًَِفَ  َ ِإًَةَمْحَرَوَ
Artinya: dan diantara tanda 
tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu istri-istri dari 
                                                          
1 َHimpunan Peraturan Perundang-
Undangan, Undang-Undang Perkawinan 
Indonesia,  (Wacana Intelektual, 2009), cet. 
ke-1. h. 8. 
jenismu sendiri, supaya kamu 
cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya dan dijadikannya 
diantara kamu rasa kasih sayang. 
Sesunguhnya pada yang demikian 
itu benar benar terdapat tanda 
tanda bagi kaum yang berpikir. ( 
QS. Ar-Rūm: 21 )2  
Berdasarkan ayat di atas dapat 
dipahami bahwa Islam menginginkan 
pasangan suami istri bisa membina 
rumah tangganya dengan saling 
mengasihi dan menyayangi, sehinga 
masing masing pihak merasa damai 
dalam rumah tangganya. Dalam 
perkembangan selanjutnya, tujuan 
nikah yang sangat mulia ini mulai 
ditingalkan oleh sebagian orang. Hal ini 
terbukti dengan tingginya tingkat 
kekerasan dalam rumah tangga. Suami 
yang seharusnya bisa menjadi 
pemimpin dalam rumah tangga menuju 
keluarga yang sejahtera dan bahagia,  
malah menjadi penghancur kebahagian 
keluarga, suami tidak mau lagi 
                                                          
2 َDepartemen Agama RI, Qur'an dan 
Terjemahannya, (Bandung, 2009), h. 406. 
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memenuhi kewajibannya kepada istri 
dan anaknya. Malangnya lagi, sang istri 
tidak bisa memperjuangkan hak-haknya 
kepengadilan karena pernikahanya 
tidak dicatatkan ke KUA. 
Sebenarnya Pemerintah Indonesia 
sendiri sudah membuat aturan 
perundang-undangan tentang 
pencatatan perkawinan, sebagaiana 
yang tertuang dalam Undang-Undang 
Nomor 01 Tahun 1974 pasal 2, yang 
berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat 
menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku“. 3 Ketentuan 
ini lebih lanjut diperjelas dalam BAB II 
Peraturan Pemerintah (PP.) Nomor 9 
Tahun 1975 yang intinya, sebuah 
pernikahan baru dianggap memiliki 
kekuatan hukum di hadapan Undang-
Undang jika dilaksanakan menurut 
aturan agama dan telah dicatatkan oleh 
pegawai pencatat perkawinan yang 
ditentukan Undang-Undang. 4 Akan 
tetapi sayang dalam prakteknya, 
masyarakat Indonesia masih banyak 
                                                          
3 َHimpunan Peraturan Perundang-
Undangan, Undang-Undang Perkawinan 
Indonesia,  (Wacana Intelektual, 2009), cet. 
ke-1. h. 8. 
4 َHimpunan Peraturan Perundang-
Undangan, Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 
tahun 1974 tentang Perkawinan, (Wacana 
Intelektual, 2009), cet. ke-1. h. 38. 
melakukan nikah dibawah tanggan . Hal 
Ini mungkin sebagai akibat kurang 
adanya kesadaran masyarakat terhadap 
hukum.  
Untuk meminimalisir dampak negatif 
yang muncul dari nikah dibawah 
tanggan , muncul usulan penerapan 
hukuman bagi orang yang melakukan 
nikah dibawah tanggan , hal ini 
kemudian dituangkan dalam bentuk 
rancangan Undang-Undang yang 
pelaksanaanya menungu pengesahan 
dari DPR. Tetapi usulan penerapan 
hukuman nikah dibawah tanggan  ini 
ternyata menimbulkan kontrovesi 
ditengah-tengah masyarakat.  
Hal yang paling memicu timbulnya 
kontroversi ditengah masyarakat adalah 
adanya ancaman pemberian hukuman  
bagi pelaku nikah dibawah tanggan. 
Ancaman ini tertuang dalam pasal 143 
RUU. Hukum Materiil Peradilan Agama, 
yang berbunyi: ”setiap orang yang 
dengan sengaja melangsungkan 
perkawinan tidak di hadapan pejabat 
pencatat nikah, dipemberian hukuman  
dengan pemberian hukuman  denda 
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paling banyak Rp 6 juta atau hukuman 
kurungan paling lama 6 bulan”.5 
Dengan adanya ancaman pemberian 
hukuman  bagi pelaku nikah dibawah 
tanggan  membuat masyarakat 
Indonesia terbagi menjadi dua 
kelompok. Kelompok pertama 
berpendapat, bahwa pemberian 
hukuman  nikah dibawah tanggan  
perlu diterapkan untuk menimbulkan 
efek jera bagi pelakunya. Menurut 
pandangan mereka, tidak adanya 
sanksi hukum yang tegas dari 
pemerintah, telah menjadi penyebab 
maraknya nikah dibawah tanggan . 
Sedangkan kelompok kedua, 
menyatakan bahwa nikah dibawah 
tanggan  tidak dapat dikenakan 
pemberian hukuman , karena menurut 
mereka bagaimana mau dipemberian 
hukuman  kalau secara agama nikah 
dibawah tanggan  sudah sah.  
Berdasarkan pemaparan data diatas, 
peneliti merasa tertarik untuk 
melakukan penelitan seputar pemberian 
hukuman bagi pelaku nikah dibawah 
tanggan.  
                                                          
5 Dwi Suka, RUU Peradilan Agama: 
Ancaman Pemberian hukuman  Nikah Siri, 
http://ngobrolhukum.blogspot.com, 7 Maret 
2015 
PEMBAHASAN 
Historis Istilah Nikah Dibawah 
Tanggan   
Istilah nikah dibawah tanggan  
dalam bahasa arabnya adalah nikah 
sirri. Pernikahan sirri yang dalam kitab 
fiqh disebut dengan Az-Zawaj As-Sirri 
(َُجاَو س ا  َر ِ ّ ا) adalah terangkai dari dua 
kata yaitu َُجاَو س ا dan  َر ِ ّ ا. Istilah nikah 
(َُجاَو س ا) merupakan bentuk masdar dari 
(ََج وَز) yang menurut bahasa berarti 
menikahkan. Sedangkan istilah sirri 
(  َر ِ ّ ا) merupakan bentuk masdar dari 
fi'il maḍi (  َرَس) yang secara bahasa 
berarti rahasia. Kata sirri selain 
bermakna rahasi juga bermakna 
tersembunyi. Berdasarkan pengertian 
tersebut, maka padanan kata dari nikah 
dibawah tanggan  atau Az-Zawaj As-
Sirri (َُجاَو س ا  َر ِ ّ ا) dapat diartikan 
sebagai pernikahan yang yang 
dilakukan secara sembunyi-sembunyi 
atau rahasia.6 
Bila ditinjau dari sisi historis, istilah 
nikah dibawah tanggan  sendiri telah 
dikenal pada zaman Nabi SAW., hal ini 
diketahui dari sabda beliau yang 
berbunyi :  
                                                          
6  Burhanudin, Nikah Siri. 
(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), cet-
ke-1. h.13. 
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َ َِ ٍْ َ َعَ ُ  اللََّ ى  َصَ  ً ِب  ن اَ َّ َ َ ، ََر ٌْ َرُهَ ًَِي َ  َْع
َِّر ِ ّ اَِحَِِ ِ َ َْعَىََه "َأ  َسَو 
Artinya: diriwayatkan dari Abi 
Hurairah bahwasanya Nabi SAW. 
melarang nikah dibawah tanggan .7 
Dalam perkembangan selanjutnya, 
yakni pada masa sahabat, istilah nikah 
dibawah tanggan  populer pada masa 
Syayidina Umar bin Khathob, hal ini 
terjadi pada waktu beliau diberitahu 
bahwa telah terjadi pernikahan yang 
tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya 
seorang laki-laki dan seorang 
perempuan. Ketika itu Syayidina Umar 
tidak memperbolehkanya, bahkan ia 
mengancam akan merajam pelakunya. 
Dalam riwayat yang masyhur, Syayidina 
Umar bin Khatab ra. menyatakan, 
َُثنْن َُْىنَ َُكُسن ٍْ ِج
ُ
 َ َِ َوَِرن ِ ّ اَُحِن َِ ِ َاَانَهَُثْم  منََقج
َُثْمَجََر َ
Artinya: ini adalah nikah dibawah 
tanggan , saya tidak 
memperbolehkannya dan sekiranya 
saya tahu lebih dulu, maka pasti akan 
saya rajam.8 
 
Pengertian nikah dibawah tanggan  
dalam persepsi Syayidina Umar 
                                                          
7َImam Aṭ-Ṭobaroni, Mu‟jam Kabir, 
Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 
19, h. 273. 
8َIbnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid 
wa Nihayah al-Muqtasid, (Lebanon: Darul 
Kitab „Ilmiyah, 2007), cet ke-3. h. 448 
tersebut didasarkan oleh adanya kasus 
perkawinan yang hanya menghadirkan 
seorang saksi laki-laki dan perempuan. 
Perkawinan semacam ini menurut 
Syayidana Umar disebut dengan nikah 
dibawah tanggan. Pernyataan Syayidina 
Umar tersebut diatas sebagai tangapan 
adanya pernikahan yang hanya dihadiri 
seorang laki-laki dan seorang 
perempuan. Padahal yang dimaksud 
saksi dalam pernikahan jumlahnya  
seharusnya adalah dua orang laki-laki 
atau satu orang laki laki ditambah 
dengan dua orang perempuan.9 Jadi, 
menurut Syayidina Umar bin Khothob  
ra. yang dimaksud dengan nikah 
dibawah tanggan  adalah pernikahan 
yang saksinya tidak lengkap, 
maksudnya pernikahan yang saksinya 
tidak sampai dua orang laki-laki atau 
satu orang laki-laki dan dua orang 
perempuan.  
Pendapat Syayidina Umar bin 
Khaṭṭab selaras dengan pendapat yang 
diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., 
ََيِوُر َْ َع َِ ِْيا ََش  ِبَع ََِ ََحَِِ ِ   َِ ِإ ٍَةَِّنٍَِبي 
                                                          
9َBurhanudin, Nikah Siri. 
(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), cet-
ke-1. h.14-15 
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Artinya: diriwayatkan dari Ibnu 
Abbas ra bahwa nikah tidak sah kecuali 
ada bayinah (saksi atau bukti).10 
Dan Hadis Nabi SAW. yang 
diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, 
َْ َع ِىَي  ََ َر ٌْ َرُه ََلَِق ََلَِق َُلىُسَر َِ  اللَّ ى ص 
الله ٍَ ع أ سو ََِ َُجِّوَسُج َُ َ ْرَم ْا ََ َ ْرنَم ْا َََِو 
َُجِّوَسُج َُ َ ْرَم ْا َِه َ َْ   َ ِإَف َََةٍِ ا س ا ََىِه ىِح
  ا 
َُجِّوَسُج َِه َ َْ  
Artinya: diriwayatkan dari Abi 
Hurairoh bahwasanya Rosullulah 
bersabda janganlah seorang wanita 
menikahkan wanita lain dan jangan 
juga seorang wanita menikahkan 
dirinya sendiri, karena sesunguhnya 
wanita pezina adalah wanita yang 
menikahkan dirinya sendiri.11 
Serta hadis riwayat Abu 
Hurairoh,  
َ َِ ٍْ َ َعَ ُ  اللََّ ى  َصَ  ً ِب  ن اَ َّ َ َ ، ََر ٌْ َرُهَ ًَِي َ  َْع
َِّر ِ ّ اَِحَِِ ِ َ َْعَىََه "َأ  َسَو 
Artinya: diriwayatkan dari Abi 
Hurairoh bahwasanya Nabi SAW. 
melarang nikah dibawah tanggan .12 
 
                                                          
10  Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, 
Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G. Jilid 
3, h.411.  
11  Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu 
Majah, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 
G. Jilid 6, h.71. 
12َImam Aṭ-Ṭobaroni, Mu‟jam Kabir, 
Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 
19, h. 273. 
Dari pemaparan data diatas 
dapat diambil kesimpulan bahwa 
makna nikah dibawah tanggan  hanya 
dibatasi pada masalah jumlah saksi 
dalam suatu pernikahan. 
Dalam perkembangan 
selanjutnya para Imam Mażhab 
mencoba mengembangkan makna 
istilah nikah dibawah tanggan  tidak 
hanya terbatas dalam masalah jumlah 
saksi dalam suatu pernikahan tapi juga 
dalam masalah i'lan (pengumuman 
pernikahan).  
 Imam Malik berpendapat bahwa 
pernikahan yang mana pihak saksi 
pernikahan tersebut diminta agar tidak 
mengumumkan pernikahan yang telah 
dilakukan adalah termasuk kategori 
nikah dibawah tanggan . Hal ini 
berbeda menurut Imam Syafi'i dan 
Imam Abu Hanifah, beliau berdua 
berpendapat bahwa pernikahan yang 
mana pihak saksi pernikahan tersebut 
diminta agar tidak mengumumkan 
pernikahan yang telah dilakukan adalah 
tidak termasuk kategori nikah dibawah 
tanggan .13 
                                                          
13 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid 
wa Nihayah al-Muqtasid, (Lebanon: Darul 
Kitab „Ilmiyah, 2007), cet ke-3, h. 448.  
Wahyu Abdul Jafar 484 
Punisment bagi Pelaku Nikah di Bawah Tangan dalam Tinjaun Ilmu Ushul Fiqih 
 
 
Perbedaan pandangan para 
ulama diatas berasal dari masalah  
Syahadah (persaksian), apakah 
syahadah (persaksian) dalam suatu 
pernikahan adalah termasuk kategori 
hukum syar'i atau tujuan dari syahadah 
hanya untuk syadzu dzariah agar tidak 
terjida ikhtilaf (perbedaan) dan al-
ingkar (pengingkaran) pernikahan. 
Ulama yang berpendapat bahwa bahwa 
syahadah adalah hukum syar'I maka ia 
menjadikan syahadah sebagai syarat  
sah nikah.14 
Oleh karena itu ketika suatu 
pernikahan sudah memilik dua orang 
saksi laki-laki atau satu orang laki-laki 
dan dua orang perempuan maka 
pernikahan tersebut tidak bias 
dikategorikan nikah dibawah tanggan .  
Sedangkan ulama yang 
berpendapat bahwa tujuan dari 
syahadah hanya untuk syadzu dzariah 
agar tidak terjida ikhtilaf (perbedaan) 
dan al-ingkar (pengingkaran) 
pernikahan maka ia menjadikan 
syahadah sebagai syarat tamam 
                                                          
14 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid 
wa Nihayah al-Muqtasid, (Lebanon: Darul 
Kitab „Ilmiyah, 2007), cet ke-3, h. 448. 
(penyempurna).15Oleh karena itu ketika 
suatu pernikahan sudah memilik dua 
orang saksi laki-laki atau satu orang 
laki-laki dan dua orang perempuan tapi 
pernikahan tersebut tidak di I'lan 
(diumumkan) maka pernikahan 
tersebut bias  dikategorikan sebagai 
nikah dibawah tanggan  
Berdasarkan pemaparan data 
diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
nikah dibawah tanggan  dalam fiqh ada 
dua pemaknaan, yang pertama 
pernikahan yang tidak ada saksinya 
dalam artian tidak lengkap rukunnya, 
makna yang kedua adalah pernikahan 
yang  ada saksi (lengkap rukunnya) 
tapi saksi tersebut diminta untuk 
merahasiakan pernikahan yang terjadi. 
Pemaknaan tentang istilah nikah 
dibawah tanggan  diatas bila dikaitakan 
dengan konteks di Indonesia sangat 
berbeda sekali. Hal ini terjadi karena 
nikah dibawah tanggan  yang dikenal 
oleh masyarakat Indonesia sekarang ini 
adalah pernikahan yang dilakukan 
dengan memenuhi rukun dan syarat 
yang ditetapkan oleh agama, tetapi 
pernikahan tersebut tidak dilakukan 
dihadapan pegawai pencatat nikah 
                                                          
15 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid 
wa Nihayah al-Muqtasid, (Lebanon: Darul 
Kitab „Ilmiyah, 2007), cet ke-3, h. 448. 
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sebagai aparat resmi pemerintah atau 
dengan kata lain nikah dibawah 
tanggan  adalah  pernikahan yang tidak 
dicatatkan dikantor urusan agama bagi 
yang beragama islam atau dikantor 
catatan sipil bagi yang tidak beragama 
islam, sehinga tidak mempunyai Akta 
Nikah yang dikeluarkan oleh 
pemerintah. Perkawinan yang demikian 
dikalangan masyarakat selain dikenal 
dengan istilah nikah dibawah tanggan  
juga dikenal dengan sebutan nikah 
dibawah tangan.16  
Jenis-jenis Nikah dibawah tanggan  
Menurut DR. M. Muṣṭafa Luṭfi 
dalam bukunya yang berjudul "Nikah 
dibawah tanggan ", Pernikahan sirri 
secara garis besar yang dikenal luas 
dimasyarakat terbagi menjadi dua. 
Pertama, pernikahan tanpa wali. 
Pernikahan semacam ini dilakukan 
secara sirri dikarenakan pihak wali 
perempuan tidak setuju atau 
menganggap sah pernikahan yang 
dilakukan tanpa wali, atau hanya 
karena ingin memuaskan nafsu 
syahwat belaka tanpa mengindahkan 
lagi ketentuan-ketentuan syari'at. 
                                                          
16  Burhanudin, Nikah Siri. 
(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), cet-
ke-1. h.13. 
Kedua, pernikahan yang sah secara 
agama, namun tidak diumumkan secara 
meluas, tidak pula dicatatkan dalam 
lembaga pencatatan negara yang 
berwenang atau adakalnya dicatatkan 
kepencatatan Negara namun tidak 
diketahui secara meluas. Kasus 
pencatatan resmi tersebut, tanpa 
diketahui secara luas oleh orang 
banyak, umumnya terjadi dinegara-
negara islam yang perundang-
undanganya mensyaratkan pernikahan 
kedua harus seizin istri pertama.17 
Lebih lanjut lagi beliau 
menjelaskan secara terperinci bahwa 
nikah dibawah tanggan  memiliki 
beberapa bentuk, antara lain: 
1. Pernikahan yang rukun dan 
syaratnya terpenuhi yang tidak 
dicatat secara resmi, namun 
pernikahan ini disaksikan oleh 
sekurang-kurangnya dua orang 
saksi yang adil dan berdasarkan 
persetujuan serta kehadiran wali 
namun para saksi diminta untuk 
merahasiakan kesaksian mereka. 
2. Pernikahan yang rukun dan 
syaratnya terpenuhi yang dicatat 
                                                          
17 Muṣṭafa Luṭfy dan Mulyadi Luṭfy, 
Nikah Sirri, (Surakata: Wacana Ilmu Press, 
2010), cet. ke-1. h. 43. 
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secara resmi pada badan 
berwenang disuatu negara berikut 
para saksi dan persetujuan wali 
namun para saksi dimnta untuk 
merahasiakan kesaksiannya. 
3. Pernikahan yang tidak tercatat 
secara resmi namun disetujui oleh 
wali tanpa ada saksi. 
4. Pernikahan yang tidak dicatat 
secara resmi dibadan yang 
berwenang dan tanpa diketahui wali 
serta tanpa ada saksi.18 
Beliau menjelaskan lagi bahwa dari 
keempat bentuk nikah dibawah 
tanggan  tersebut diatas, yang menjadi 
bahan perdebatan berkepanjangan, 
terutama dikalangan ulama kotemporer 
adalah bentuk pertama dan bentuk  
kedua meskipun bentuk kedua lebih 
ringan muḍorotnya dibandingkan 
bentuk pertama. Adapun bentuk ketiga 
adalah akad nikah yang baṭil, sehinga 
hubungan suami istri dianggap 
melangar syari'at. Sementara bentuk 
keempat adalah akad nikah yang baṭil 
dari segala sisi, sehinga dapat disebut 
sebagai 'ainuz zina (bentuk perzinahan 
                                                          
18 Muṣṭafa Luṭfy dan Mulyadi Luṭfy, 
Nikah Sirri, (Surakata: Wacana Ilmu Press, 
2010), cet. ke-1. h. 49. 
sesunguhnya).19 Sedangkan 
Taufiqurrahman al-Azizi menambahkan 
satu bentuk lagi, yakni: Pernikahan 
yang dilakukan dengan memenuhi 
syarat dan rukunya, serta wali dan 
saksinya tidak diminta untuk 
merahasiakan pernikahan tersebut, 
namun pernikahan ini tidak dicatatkan 
kepada pihak yang berwenang. 20 
Pernikahan semacam ini tetap disebut 
nikah dibawah tanggan  walaupun pada 
kenyataannya pernikahan tersebut 
telah diketahui oleh orang banyak dan 
telah diadakan walimah. 
Faktor Pendorong Terjadinya 
Nikah dibawah tanggan  
Ada beberapa faktor yang menjadi 
pendorong masyarakat untuk 
melakukan nikah dibawah tanggan , 
antara lain sebagai berikut:21  
1. Halangan Berpoligami 
2. Hamil Diluar Nikah 
3. Faktor Usia22 
                                                          
19 Muṣṭafa Luṭfy dan Mulyadi Luṭfy, 
Nikah Sirri, (Surakata: Wacana Ilmu Press, 
2010), cet. ke-1. h. 50. 
20 Taufiqurrahman Al-Azizy, Jangan 
Sirrikan Nikahmu, (Jakarta: Hikmah Media, 
2010), cet. ke-1. h.40. 
21 Muṣṭafa Luṭfy dan Mulyadi Luṭfy, 
Nikah Sirri, (Surakata: Wacana Ilmu Press, 
2010), cet. ke-1. h.145-150. 
22  Dalam pasal 6 ayat 2 UU 
Perkawinan No 1 tahun 1974 disebutkan 
bahwa “ untuk melangsungkan perkawinan 
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4. Faktor Ekonomi 
5. Faktor Kekayaan (Kehormatan) 
6. Faktor Beda Strata Sosial 
7. Faktor Beda Agama 
8. Niat Tak Terpuji 
Selain faktor-faktor yang telah 
disebutkan diatas, Taufiqurrahman al-
Azizy menambahkan beberapa faktor 
lain yang menyebabkan perkawinan 
tidak dicatatkan (sirri) masih banyak 
dilakukan oleh masyarakat, antara lain:  
1. Faktor Orang Tua 
2. Faktor Masa Depan 
3. Faktor Kemudahan 
4. Faktor Jarak 
5. Faktor Pendidikan 
6. Faktor Keyakinan 
 
Dampak Negatif Nikah dibawah 
tanggan  
Perkawinan yang tidak dicatatkan 
kepada pihak yang berwenang banyak 
memiliki dampak negatif, baik dampak 
dinegatif terhadap pelaku perkawinan 
                                                                                      
seorang yang belum mencapai umur 21 
tahun harus mendapat izin kedua orang 
tua. Kemudian dalam penjelasan atas 
undang-undang No 1 Perkawinan 1974 
disebutkan bahwa batas umur untuk kawin 
baik pria 19 tahun dan 16 tahun bagi 
wanita. Himpunan Peraturan Perundang-
Undangan, Undang-Undang Perkawinan 
Indonesia,  (Wacana Intelektual, 2009), cet. 
ke-1. h. 30. 
itu sendiri maupun berdampak kepada 
masyarakat luas, antara lain: 
1) Dampak Negatif Terhadap Istri23 
a) Tidak dianggap sebagai istri 
yang sah.  
b) Tidak berhak mendapatkan 
nafkah dari suami 
c) Tidak mendapatkan warisan jika 
suami meningal dunia.  
d) Tidak berhak mendapat harta 
gono gini.  
e) Dapat dicerai sewaktu-waktu. 
2)  Dampak Negatif Terhadap 
Anak24 
a) Anak yang dilahirkan dianggap 
sebagai anak tidak sah, atau 
anak yang lahir diluar nikah. 
b) Ketiadaan nama si ayah pada 
akta kelahiran  
Sedangkan dampak negatif dari 
nikah dibawah tanggan  bagi pihak 
suami hampir tidak ada sama sekali, 
bahkan yang ada malah dampak positif, 
berikut ini beberapa dampak positif 
                                                          
23Muṣṭafa Luṭfy dan Mulyadi Luṭfy, 
Nikah Sirri, (Surakata: Wacana Ilmu Press, 
2010), cet. ke-1. h. 152. 
24 Muṣṭafa Luṭfy dan Mulyadi Luṭfy, 
Nikah Sirri, (Surakata: Wacana Ilmu Press, 
2010), cet. ke-1. h.153. 
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yang didapatkan bagi pihak suami 
ketika ia menikah dengan cara sirri:25 
a) Sang suami bebas menikah lagi 
karena perkawinan sebelumnya 
yang berupa perkawinan sirri 
atau perkawinan dibawah 
tangan dianggap tidak sah 
dimata hukum. 
b) Sang suami yang tidak 
bertanggung jawab bisa berkelit 
dari kewajiban memberi nafkah 
kepada istri dan anak-anaknya. 
c) Suami yang menikah dengan 
cara sirri, ketika terjadi 
perceraian tidak lagi memikirkan 
harta gono gini. 
3) Dampak Negatif Secara Hukum26 
Dampak negatif yang didapat dari 
nikah dibawah tanggan  atau nikah 
dibawah tangan ditinjau dari sisi hukum 
adalah tidak adanya kejelasan status 
istri dan anak baik dimata hukum 
Indonesia maupun dimata sebagian 
masyarakat yang menggangap bahwa 
nikah dibawah tanggan  atau nikah 
dibawah tangan adalah tidak sah 
karena tidak dicatatkan di kantor 
                                                          
25 Muṣṭafa Luṭfy dan Mulyadi Luṭfy, 
Nikah Sirri, (Surakata: Wacana Ilmu Press, 
2010), cet. ke-1. h. 155. 
26 Muṣṭafa Luṭfy dan Mulyadi Luṭfy, 
Nikah Sirri, (Surakata: Wacana Ilmu Press, 
2010), cet. ke-1. h. 155. 
urusan agama (KUA.) bagi yang 
beragama islam atau kantor catatan 
sipil bagi yang beragama non Islam. 
4) Dampak Negatif Secara Sosial27 
Berikut ini beberapa dampak yang 
akan diperoleh jika perkawinan yang 
dilangsungkan bersifat sirri, antara lain: 
a) Sulitnya bersosialisasi, karena 
wanita yang serumah dengan 
seorang laki-laki dengan 
perkawinan dibawah tangan 
sering dianggap 'kumpul kebo' 
atau diangap istri simpanan. 
Konsekwensinya, masyarakat 
sekitar akan memandang 
dengan sebelah mata akan 
pasangan suami istri itu. 
b) Selingkuh dianggap wajar. 
Sebagian masyarakat yang 
menganggap bahwa perkawinan 
sirri merupakan suatu yang sah, 
dan dianggap seperti 
perkawinan bisaa maka 
akibatnya banyak orang yang 
tidak bertanggung jawab yang 
rusak moralnya memanfaatkan 
celah ini.  
                                                          
27 Muṣṭafa Luṭfy dan Mulyadi Luṭfy, 
Nikah Sirri, (Surakata: Wacana Ilmu Press, 
2010), cet. ke-1. h. 156. 
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Nikah Dibawah Tanggan Dalam 
Perspektif Ilmu Ushul Fiqh 
Bila dilihat secara mendalam, 
pernikahan bukanlah persoalan 
sederhana yang mengikat seorang laki-
laki dan perempuan saja, tetapi 
menimbulkan konsekuensi yang luas 
sekali, tidak hanya bagi pasangan 
suami istri saja, akan tetapi juga bagi 
anak-anak, hubungan keluarga, bagi 
masyarakat dan negara. Oleh karena 
itu, pernikahan tidak dapat diangap 
selesai hanya dengan berlangsungnya 
akad nikah, namun harus 
memperhitungkan akibat hukum yang 
luas. Nikah dibawah tanggan  sendiri 
banyak menimbulkan dampak negatif 
jika sampai terjadi. Untuk menghindari 
dampak-dampak negatif yang bisa 
ditimbulkan oleh perkawinan sirri, 
pemerintah telah membuat undang-
undang tentang pencatatan 
perkawinan, yaitu Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 01 tahun 1974. 
Akan tetapi sayang dalam prakteknya, 
masyarakat Indonesia masih banyak 
melakukan nikah dibawah tanggan . Hal 
Ini mungkin sebagai akibat kurang 
adanya kesadaran masyarakat terhadap 
hukum. Dalam perkembangan 
selanjutnya pemerintah indonesia 
merencanakan memberi hukuman bagi 
pelaku nikah dibawah tanggan , hal ini 
kemudian dituangkan dalam bentuk 
rancangan undang-undang yang 
pelaksanaanya menungu pengesahan 
dari DPR. muncul usulan penerapan 
pemberian hukuman  bagi orang yang 
melakukan nikah dibawah tanggan , hal 
ini kemudian dituangkan dalam bentuk 
rancangan undang-undang yang 
pelaksanaanya menungu pengesahan 
dari DPR. Tetapi usulan penerapan 
pemberian hukuman  nikah dibawah 
tanggan  ini ternyata menimbulkan 
kontrovesi ditengah-tengah 
masyarakat. Hal ini terjadi karena 
masyarakat mengangap bahwa 
pemerintah telah berbuat aniyaya 
dengan memberikan sanksi terhadap 
pernikahan yang telah memenuhi 
syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, 
penulis akan mencoba meluruskan 
pemahaman masyarakat yang keliru, 
dengan cara mengadakan pembahasan 
yang dalam tentang pemberian 
hukuman  nikah dibawah tanggan  
melalui pendekatan ilmu ushul fiqh. 
Kajian ilmu ushul fiqh yang akan 
digunakan untuk menganalisis 
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persoalan ini adalah  maslahah 
mursalah 28   
Langkah pertama, penulis mencoba 
untuk memverifikasi apakah menfaat 
yang ada dalam pemberian hukuman 
nikah dibawah tanggan  bisa masuk 
kategori maanfaat maslahah mursalah. 
Tapi sebelum melakuklan verivikasi 
tentang manfaat, penulis akan 
mengecek terlebih dahulu apakah 
pemberian hukuman  nikah dibawah 
                                                          
28 َ Secara etimologi, maslahah 
mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata 
maslahah dan kata mursalah. Kata 
maslahah sendiri adalah masdar (kata 
benda) dari kata ṣolaha yang memiliki arti 
faedah, kepentingan, kemanfaatan dan 
kemaslahatan. Sedangkan mursalah artinya 
terlepas. Adib bisri dan Munawir, Kamus al-
Biṣri, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1999), 
cet. ke-1. h. 414. Sedangkan secara 
terminologi maslahah mursalah adalah   
ًَم ِْ ُحَُِعرِ  ش اَِِّعرَشٌُ ََْأ ًَِح
  اَُةََح ْصَم َْاََْأ َوََِهِقٍْ ِقْحَِح َِ
َِِهئَِغ ِْاََْواََِهِرَِبِحِْعاًََ َعَ ًٌّ ِعْرَشَ ٌٍْ ِ  ََ  لَُمٌ 
Artinya: Suatu kemaslahahatan 
dimana Syâri' tidak mensyâri'atkan suatu 
hukum untuk merealisir kemaslahahatan 
itu, dan tidak ada dalil yang menunjukan 
atas pengakuan atau pembatalanya. Abdul 
Wahab Kholaf, Uṣūl Fiqh, (Koiro: Darul 
„Ilmi, 1978), h. 84. Defenisi ini diperkuat 
juga dengan pendapat Imam Gozali dalam 
kitab Al-Mustaṣfa yang menyatakan bahwa 
Maslahah mursalah adalah, 
َْ ِِيَ ِعْر  ش اَ ِْمَ َُ َ َ ْمَهَْشٌََْأ ََِمٌََّص َ ِرَِِبحْع ِِ ِِيَ َِ َوَ َِ َلَْطُب  
ٌَ  ٍ َ ُم 
Artinya: “apa apa (maṣlahah) yang 
tidak ada bukti baginya dari syāra‟ dalam 
bentuk naṣ tertentu yang membatalkannya 
dan tidak ada yang memperhatikannya”. 
Imam Gozali, al-Mustaṣfa, Maktabah 
Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 1, h.437. 
 
tanggan  masuk dalam obyek maslahah 
mursalah.29  
Dalam masalah pemberian hukuman 
nikah dibawah tanggan , penulis tidak 
menemukan dalil-dalil al-Qur'an, Hadis 
dan Ijmā'30  ulama yang bisa dijadikan 
pijakan untuk ber-istinbath 31  dalam  
                                                          
29 َYang menjadi objek maslahah 
mursalah adalah kejadian atau peristiwa 
yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi 
tidak ada satupun naṣ (al-qur'an dan hadiṡ)  
yang dapat dijadikan dasarnya. Menurut 
Imam Qorofi Aṭ-Ṭusi dalam kitabnya 
Maslahah Al-Mursalah menjelaskan bahwa  
maslahah mursalah itu sebagai dasar dalam 
menetapkan hukum dalam bidang 
mua'malah dan semacamnya, sedangkan 
dalam soal ibadah adalah Allah SWT. yang 
menetapkan hukumanya, karena manusia 
tidak sangup mengetahui dengan lengkap 
hikmah ibadah itu. Totok Jumantoro dan 
Samsul Munir Amin, Kamus Uṣūl Fiqh. 
(Penerbit Amzah, 2005), cet. ke-1. h. 201 
30  Ijma‟ adalah kesepakatan 
Mujtahid dikalangan umat islam pada suatu 
masa setelah Rasulullah SAW. wafat atas 
hukum syâra' mengenai suatu kejadian. 
Imam Tajuddin As-Subki, Matan Jam'ul 
Jawami', (Libanon: Darul Fikr, 2003), Jilid 2, 
h. 177. 
31 َ Yang dimaksud dengan 
kerangka istinbath maslahah mursalah disini 
adalah  kerangka berpikir yang akan 
digunakan oleh penulis untuk dijadikan 
pedoman dalam menyelesaikan persoalan 
pemberian hukuman  nikah sirri melalui 
pendekatan maslahah mursalah. Langkah-
langkah dalam menyusun kerangka istinbaṭ  
maslahah mursalah  yang dikaitkan dengan 
pemberian hukuman  nikah sirri adalah 
sebagai berikut: pertama, mendeskripsikan, 
mengumpulkan serta menyajikan data yang 
terkait dengan dengan pemberian hukuman  
nikah sirri. Kedua, memastikan bahwa 
pemberian hukuman  nikah sirri adalah 
masuk kategori obyek maslahah mursalah, 
hal ini dilakukan dengan cara mengecek 
apakah ada dalil baik dalil tersebut berasal 
dari al-Qur'an, al-Hadiṡ, Ijma‟ yang bisa 
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masalah pemberian hukuman nikah 
dibawah tanggan . Penulis hanya 
menemukan dalil tentang pernikahan 
baik dari al-Qur'an maupun Hadis, 
seperti surat an-Nisā ayat 3 yang berisi 
tentang kebolehan menikahi wanita 
sampai empat orang, surat an-Nūr ayat 
32 yang berisi tentang anjuran menikah 
sekalipun tidak memiliki kekayaan 
karena nanti Allah SWT. yang akan 
memampukan (memberikan rezeki) 
dengan karunianya, surat ar-Rūm ayat 
21 yang berisi tentang tujuan adanya 
perkawinan yaitu untuk membentuk 
keluarga yang sakinah, mawadah dan 
warohmah. Sedangkan dari Hadis, 
penulis hanya menemukan dalil hukum 
menikah, seperti Hadis yang 
diriwayatkan oleh Imam Abu Daud 
yang berisi anjuran untuk menikah 
karena menikah akan melindungi dan 
membentengi dari dari perbuatan zina, 
                                                                                      
dijadikan dasar untuk memecahkan 
persoalan pemberian hukuman  nikah sirri. 
Ketiga, Memverifikasi manfaat-manfaat 
yang terdapat dalam pemberian hukuman  
nikah sirri bisa dijadikan dasar untuk 
berhujjah mengunakan maslahah mursalah. 
Hal ini dilakukan dengan cara melihat 
syarat-syarat berhujjah mengunakan 
maslahah mursalah kemudian diterapkan 
pada manfaat pemberian hukuman  nikah 
sirri, yang kemudian hasil dari verifikasi 
tersebut nanti akan dijadikan landasan 
berhujjah mengunakan maslahah mursalah 
sehinga nanti bisa diketahui hukum dari 
pemberian hukuman  nikah sirri. 
 
Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ayyub 
yang berisi tentang empat hal yang 
merupakan sunah para rasul yang salah 
satunya adalah menikah, Hadis yang 
diriwayatkan oleh Imam Muslim yang 
berisi tentang larangan membujang 
(tidak menikah), Hadis yang 
diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik 
yang berisi tentang anjuran menikahi 
wanita yang subur (berpotensi punya 
banyak anak) karena Nabi Muhammad 
bangga mempunyai banyak umat. 
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam 
Bukhari yang berisi tentang larangan 
nikah dibawah tanggan  (nikah yang 
dilakukan tanpa memenuhi rukunnya). 
Jadi, dari pemaparan data ini dapat 
ditarik kesimpulan bahwa pemberian 
hukuman nikah dibawah tanggan  
masuk dalam obyek maslahah mursalah 
karena tidak ada satupun nash baik dari 
al-Qur'an, Hadis atau ijma‟  yang bisa 
dijadikan hujjah untuk masalah 
pemberian hukuman  nikah dibawah 
tanggan  ini.  
Setalah diketahui bahwa pemberian 
hukuman  nikah dibawah tanggan  
masuk dalam obyek kajian maslahah 
mursalah, selanjutnya penulis akan 
memverifikasi manfaat-manfaat yang 
terdapat dalam pemberian hukuman  
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nikah dibawah tanggan  apakah bisa 
dijadikan dasar untuk berhujjah 
mengunakan maslahah mursalah. Hal 
ini dilakukan dengan cara melihat 
syarat-syarat berhujjah mengunakan 
maslahah mursalah kemudian 
diterapkan pada manfaat pemberian 
hukuman  nikah dibawah tanggan , 
yang kemudian hasil dari verifikasi 
tersebut nanti akan dijadikan landasan 
berhujjah mengunakan maslahah 
mursalah. 
Syarat berhujjah mengunakan 
maslahah mursalah ada tiga, 
sebagaimana berikut: pertama, harus 
berupa manfaat faktual (maslahah 
haqîqiyyah qot'iyyah) bukan berupa 
manfaat yang bersifat dugaan semata 
(maslahah wahmiyyah). Kedua, harus 
berupa manfaat yang bersifat umum 
(maslahah āmmah kulliyyah) bukan 
berupa manfaat yang bersifat personal 
atau individu (maslahah fardiyah atau 
khāshah). Ketiga, harus selaras dan 
tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip umum yang telah ditetapkan 
berdasarkan nash atau ijmā'.32 
Dari tiga syarat diatas, menurut 
analisis penulis manfaat pemberian 
                                                          
32َ Abdul Wahab Kholaf, Uṣūl Fiqh, 
(Koiro: Darul „Ilmi, 1978), h.86 
hukuman  nikah dibawah tanggan   
sudah memenuhi syarat untuk dijadikan 
hujjah mengunakan maslahah 
mursalah, dengan alasan sebagai 
berikut:  
Pertama, manfaat pemberian 
hukuman  nikah dibawah tanggan  
adalah manfaat faktual yang benar 
benar terwujud bukan sekedar 
perkiraan. maksudnya hukum yang 
ditetapkan nanti akan benar benar 
menghasilkan manfaat dan 
menghindarkan atau menolak 
kemuḍaratan. Tujuan pokok dari 
pemberian hukuman  nikah dibawah 
tanggan  adalah memberikan efek jera 
kepada para pelaku nikah dibawah 
tanggan  sehinga praktek nikah 
dibawah tanggan  tidak ada lagi, yang 
pada akhirnya akan terjaga dan 
terpeliharanya hak dan kewajiban 
masing-masing suami istri. Hal ini 
terjadi karena adanya kepastian hukum 
yang memberikan jaminan kepada 
suami istri sehinga jika ada salah satu 
merasa dirugikan maka bisa 
menuntutnya kepada pihak yang 
berwenang. Hal ini berbeda jika tidak 
ada pemberian hukuman  bagi pelaku 
nikah dibawah tanggan. Praktek nikah 
dibawah tanggan  akan tetap banyak 
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dilakukan dimasyarakat karena mereka 
tidak khawatir akan disanksi jika 
melakukanya. Hal ini tentu akan 
berakibat fatal jika sampai terjadi 
seperti itu, karena perkawinannya yang 
tidak dicatatkan kepada pihak yang 
berwenang, ketika salah satu pihak baik 
suami atau istri melalaikan tangung 
jawabnya maka pihak yang dirugikan 
tidak dapat meminta haknya kembali 
karena tidak ada bukti yang 
menunjukan bahwa perkawinan yang 
dilangsungkan sah dan berkekuatan 
hukum. Untuk itulah diperlukan adanya 
pemberian hukuman  yang mengikat 
kepada seluruh warga masyarakat 
sehinga terciptanya sebuah kepastian 
hukum. 
Kedua, manfaat pemberian 
hukuman  nikah dibawah tanggan  
bersifat umum karena yang 
memperoleh manfaat adalah semua 
komponen masyarakat, bukan satu 
atau dua orang saja yang menikah. 
Manfaat yang diperoleh dari adanya 
pemberian hukuman  nikah dibawah 
tanggan  merupakan manfaat yang 
menyangkut kepentingan orang 
banyak, baik dari pihak suami, istri, 
anak bahkan masyarakat secara luas 
pun merasakan manfaat yang diperoleh 
dari pemberian hukuman  nikah 
dibawah tanggan  ini. 
Ketiga, Manfaat pemberian 
hukuman  nikah dibawah tanggan  ini 
sesuai dan selaras dengan prisip prinsip 
umum tasyri' serta tidak bertentangan 
dengan nash secara umum. Tujuan 
disyari'atkannya perkawinan adalah 
membentuk keluarga yang sakinah, 
mawadah dan warohmah. Dengan 
adanya pemberian hukuman  nikah 
dibawah tanggan  akan memberikan 
manfaat terciptanya kepastian hukum 
yang akan menjaga dan memelihara 
hak dan kewajiban suami istri. Dengan 
adanya pemberian hukuman  nikah 
dibawah tanggan  bukan berarti 
mengharamkan pernikahan yang oleh 
syāra‟ dihalalkan  akan tetapi yang 
diberi sanksi adalah tidak mencatatkan 
pernikahan kalau pernikahanya sendiri 
adalah sah dan halal karena memang 
telah memenuhi syarat dan rukunnya. 
Dengan adanya saksi pemberian 
hukuman  maka semua orang akan 
mencatatkan pernikahanya sehinga 
akhirnya cita-cita membentuk keluarga 
sakinah, mawadah dan warohmah akan 
lebih mudah terwujud.  
Berdasarkan penjelasan diatas dapat 
ditarik kesimpulan bahwa pemberian 
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hukuman  bagi pelaku nikah dibawah 
tanggan  dengan dasar adanya  
maslahah 33  adalah dibenarkan, karena 
                                                          
33 َPara ahli ushul fiqh membagi 
maslahah menjadi beberapa macam, dilihat 
dari beberapa segi, sebagai berikut: dilihat 
dari segi kualitas dan kepentingan 
kemaslahatanya, dibagi menjadi tiga, yaitu: 
A. Maslahah ad-dharuriyah adalah 
kemaslahatan yang berkaitan atau 
berhubungan dengan kebutuhan pokok 
umat manusia di dunia dan akhirat. Artinya, 
kehidupan manusia tidak punya arti apa-
apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu 
tidak ada. Maslahah Adl-dlaruriyah dibagi 
menjadi lima, Yaitu : (1) memelihara 
agama, (2) memelihara jiwa, (3) 
memelihara akal, (4) memelihara 
keturunan, dan (5) memelihara harta. 
B.Maslahah al-Hajjiyah Adalah 
kemaslahatan yang dibutuhkan dalam 
penyempurnaan kemaslahatan pokok 
(mendasar) yang berbentuk keringan untuk 
mempertahankan dan memelihara 
kebutuhan mendasar manusia. Contoh 
dalam bidang ibadah diberi keringanan 
meringkas (qosr) shalat dan berbuka puasa 
bagi yang sedang musafir, dalam bidang 
mu'amalah dibolehkan berburu binatang 
dan memakan makanan yang baik-baik, 
dibolehkan jual beli pesanan ( bay' usalam 
), kerja sama dalam pertanian ( muza'roah 
) dan perkebunan ( musaqoh ). C. Maslahah 
at-Tahsiniyah Adalah kemaslahatan yang 
sifatnya pelengkap berupa keluasan yang 
dapat melengkapi kemaslahatan 
sebelumnya. Atau kemaslahatan yang 
kebutuhan hdup manusia kepadanya tidak 
sampai dhoruri, juga tidak sampai pada 
tingkat hajjiyah, namun kebutuhan tersebut  
perlu dipenuhi dalam rangka memberi 
kesempurnaan dan keindahan bagi 
kehidupan manusia. Contohnya, dianjurkan 
untuk memakan makanan yang bergizi, 
berpakaian yang bagus, melakukan ibadah-
ibadah sunah sebagai tambahan. Dilihat 
dari segi kandungan maslahah, dibagi 
kepada : A.Maslahah al-„Ammah Adalah 
kemaslahatan yang menyangkut 
kepentingan orang banyak. Kemaslahatan 
ini tidak berarti untuk kepentingan semua 
orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan 
mayoritas umat atau kebanyakan umat. 
                                                                                      
Contohnya, para ulama‟ membolehkan 
membunuh penyabar bid'ah yang dapat 
merusak akidah umat, karena menyangkut 
kepentingan umat.B. Maslahah al-Khaṣṣah 
Adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat 
jarang sekali, seperti kemaslahatan yang 
berkaitan dengan pemutusan hubungan 
perkawinan seseorang yang dinyatakan 
hilang (mauquf ). Dilihat dari segi berubah 
atau tidaknya maslahah, dibagi kepada : A. 
Maslahah At-Ṡabitah Adalah kemaslahatan 
yang bersifat tetap, tidak berubah sampai 
akhir zaman, misalnya berbagai kewajiban 
ibadah, seperti sholat, puasa, zakat dan 
haji. B. Maslahah Al-Mutagayyiroh Adalah 
kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai 
dengan perubahan tempat, waktu dan 
subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini 
berkaitan dengan permasalahan mua'malah 
dan adat kebisaaan. Contohnya dalam 
masalah makanan yang berbeda-beda 
antara satu daerah dengan daerah lainnya. 
Dilihat dari segi keberadaannya maslahah 
menurut syāra‟ dibagi : A. Maslahah 
Mu'tabaroh Adalah kemaslahatan yang 
didukung oleh syāra‟. Maksudnya adanya 
dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan 
jenis kemaslahatan tersebut. Contohnya, 
hukuman atas orang yang minum miniman 
keras, dalam hadiṡ Rosulluloh SAW. 
dipahami secara berlainan oleh para ulama‟ 
fiqh, disebabkan perbedaan alat pemukul 
yang dipergunakan Rosulluloh SAW ketika 
melakukan hukuman bagi orang yang 
meminum minuman keras. B. Maslahah Al-
Mulgo Adalah kemaslahatan yang ditolak 
oleh syāra‟, karena bertentangan dengan 
ketentuan dan aturan yang telah digariskan 
oleh syari'at. Contohnya, syāra‟ 
menentukan bahwa orang yang melakukan 
hubungan seksual disiang hari pada bulan 
romaḍon dikenakan hukuman dengan 
memerdekakan budak. Atau puasa dua 
bulan berturut-turut atau memberikan 
enam puluh orang faqir miskin. Kewajibah 
ini diambil dari hadiṡ Nabi Muhammad SAW. 
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan 
Imam Muslim. Kemudian ada ulama‟ yang 
menyatakan bahwa kafarot puasa cukup 
puasa satu bulan karena alasan demi 
kemaslahatan. Kemaslahatan seperti ini, 
menurut kesepakatan ulama‟, disebut 
dengan maslahah al-mulgo dan tidak dapat 
dijadikan landasan hukum. Totok 
Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus 
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telah terpenuhi syarat-syarat berhujjah 
mengunakan maslahah mursalah pada 
masalah pemberian hukuman  nikah 
dibawah tanggan . Adanya pemberian 
hukuman  merupakan suatu keharusan 
yang tidak dapat dipungkiri, karena 
tanpa adanya saksi pemberian 
hukuman  akan membuat orang 
dengan bebas tidak mencatatan 
perkawinannya, karena memang tidak 
ada yang membuatnya takut untuk 
tidak mencatatkan perkawinanya.  
PENUTUP 
Dari pemaparan  dan pembahasan 
data diatas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pemberian hukuman  nikah 
dibawah tanggan  dalam perpektif ilmu 
ushul fiqh adalah yang 
mempertimbangkan  Maslahah yakni 
dengan mempertimbangkan faktor 
pendorong terjadinya nikah dibawah 
tanggan  dan jenis nikah dibawah 
tanggan  yang terjadi. Pelaku nikah 
dibawah tanggan  dengan alasan faktor 
umur dan ortu diberi sanksi ringan, 
pelaku nikah dibawah tanggan  dengan 
alasan  faktor  niat tak terpuji dan 
faktor beda agama diberi sanksi berat, 
                                                                                      
Ushul Fiqh, (Penerbit Amzah, 2005), cet. 
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sedangkan pelaku nikah dibawah 
tanggan  dengan alasan faktor hamil 
diluar nikah, faktor keyakinan, faktor 
penolakan, faktor halangan 
berpoligami, faktor ekonomi, faktor 
kekayaan, faktor beda strata sosial, 
faktor masa depan, faktor kemudahan, 
faktor jarak dan faktor pendidikan 
diberi sanksi sedang. 
Kemudian jika orang melakukan 
pernikahan dan pernikahan tersebut 
tidak dicatatkan kepada pihak yang 
berwenang serta pernikahan ini tidak 
memiliki wali dan saksi, maka diberi 
sanksi berat. Jika  pernikahan tersebut 
tidak dicatatkan dan memiliki wali tapi 
tidak ada saksinya, maka diberi sanksi 
sedang. Sedangkan pernikahan yang 
lengkap syarat dan rukunnya tapi tidak 
dicatatkan diberi sanksi ringan. 
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